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DESKRIPSI HKI 

 

Karya ilmiah ini membahas peran paralegal dalam pendampingan pengurusan izin 

usaha sebagai bagian dari upaya percepatan investasi daerah. Pembahasan 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelaku usaha atau investor terhadap pendampingan 

dalam memenuhi berbagai persyaratan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online 

Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Penelitian ini menguraikan 

kedudukan dan fungsi paralegal dalam membantu proses perizinan, mulai dari 

pengumpulan data dan pemberkasan, penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI), pemeriksaan kesesuaian lokasi melalui RDTR dan PKKPR, hingga 

pemenuhan persyaratan terkait ANDALALIN dan AMDAL. Paralegal juga berperan 

sebagai penghubung antara pemohon izin dengan pemerintah daerah maupun instansi 

terkait, dengan tetap berada di bawah naungan kantor advokat. Kajian ini menggunakan 

pendekatan yang menggabungkan pembahasan normatif dengan hasil wawancara 

mengenai praktik pendampingan perizinan. Wawancara dengan Kepala Bidang 

Koperasi Dinas Perdagangan dan Koperasi serta UMKM Kabupaten Madiun 

menunjukkan bahwa paralegal dipandang sebagai pendukung dalam menyiapkan 

kegiatan investasi agar lebih aman, patuh terhadap regulasi, dan meminimalkan risiko 

hukum. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal memiliki peran 

dalam membantu pemenuhan persyaratan perizinan sekaligus meningkatkan 

pemahaman hukum bagi pelaku usaha dalam mendukung perkembangan investasi 

daerah.  
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